BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWES] TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1% TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOB],

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
dan dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana
dan prasarana kepelabuhanan di Kabupaten Wakatobi,
maka untuk terciptanya efektifitas dan tertibnya
pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat
pembayaran Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu
diubah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan,
Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang WNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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i

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
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12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi {(Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 30 Tahun 2018
tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi
Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan,
Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27), diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten
Wakatobi.
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Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan,
Kabupaten Wakatobi.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah KabupatenWakatobi.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Wakatobi.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas
tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten
Wakatobi.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang Kkhusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Kolektor adalah petugas penagih Retribusi yang
diberi tugas untuk melaksanakan penagihan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan
dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat bertabuh kapal yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
intra dan antar moda transportasi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwa jibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari objek dan subjek retribusi, penentuan




besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

17. Surat  Setoran  Retribusi  Daerah, vyang
selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang,

20. Surat Tagihan  Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.

22. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang
atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau
retribusi parkir secara otomatis.

2. Ketentuan angka 1 huruf a ayat (2) Pasal 2
dihapus dan huruf b ayat (2} Pasal 2
ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 1 dan
angka 2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
tidak dapat diborongkan.
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Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut
dengan menggunakan dokumen:

a. Karcis:
1. dihapus;
2. jasa tambat;
3. jasa alat dan peralatan berat;
4. kendaraan masuk pelabuhan;
5. kebersihan we umum,
6. pemakaian tempat usaha/pemakaian

fasilitas lainnya;
7. jasa masuk kepelabuhanan udara;
8. jasa peralatan;
9. jasa pelataran;
10. penitipan kendaraan;
b. Slip setoran berdasarkan SKRD:
1. jasa labuh;
2. jasa tambat;

3. jasa pelayanan penumpukan barang
bangunan, Bahan Bakar Minyak, bahan
tambang, hasil hutan, barang campuran
dan lain sejenisnya; dan

4. jasa pelayanan barang ekspor impor,
barang mewah hasil industri, garmen/RB.

Dalam  hal Wajb Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Bentuk Karcis dan SKRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan.
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